ABSTRAK

Achmad Firmansyah Kartaatmadja, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. tentang Perkawinan Beda
Agama Ditinjau dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi
Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan
Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Perkawinan beda agama masih menjadi isu hangat dibicarakan di Indonesia
karena tidak adanya kepastian hukum dan tidak diatur secara jelas dalam Undang-
Undang Perkawinan. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan melalui
SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam Pengadilan Negeri
untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Namun
praktiknya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengabulkan pencatatan
perkawinan beda agama bahkan setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada Penetapan No. 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. menurut
SEMA No. 2 Tahun 2023, dan akibat hukum dari Penetapan No.
423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr ditinjau dari SEMA No. 2 Tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dan kepastian hukum
sebagai kerangka acuan dalam membahas perkawinan beda agama di Indonesia.
Selain itu mengacu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang No.
16 Tahun 2019, dan SEMA No. 2 Tahun 2023 sebagai pisau analisis dalam
menganalisis fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian in1 menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan
yuridis normatif. Sumber data penelitian ini mencakup bahan hukum primer yaitu
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Hukum Perdata, Undang-
Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik
analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal
35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 50 ayat (3) Permen No. 108 Tahun 2019,
hakim menimbang perkawinan para pemohon tidaklah termasuk perkawinan beda
agama, pertimbangan hakim tidak tepat karena SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah
pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan
perkawinan beda agama dan keliru karena sesungguhnya para pemohon adalah
berbeda agama. Akibatnya, perkawinan pemohon hakikatnya tidak sah. Namun
perkawinan tetap dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
selanjutnya menghasilkan suatu akta perkawinan dan menimbulkan akibat hukum
perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

Kata kunci: Perkawinan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Undang
Undang Perkawinan.
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